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ABSTRAK

Wilayah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh suatu negara
sebagai entitas hukum internasional. Oleh karena itu, kedaulatan atas wilayah
negara harus dipertahankan mengingat wilayah merupakan unsur yang penting
bagi pembentukan suatu negara. Namun dewasa ini ancaman atas hilangnya
wilayah negara tidak hanya disebabkan oleh faktor sosial saja, melainkan terdapat
faktor alam yang juga mengancam eksistensi wilayah tersebut, khususnya
terhadap wilayah laut (zona maritim) suatu negara. Faktor alam yang dimaksud
ialah fenomena perubahan iklim yang memberikan dampak sangat besar pada

berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya aspek hukum.

Adapun dampak perubahan iklim yang paling mengkhawatirkan ialah kenaikan
permukaan air laut, dikarenakan dapat menimbulkan permasalahan yang serius
bagi pranata hukum laut internasional seperti mempengaruhi batas zona maritim.
Apabila fenomena tersebut terus berlangsung regulasi yang ada mengenai
delimitasi batas maritim akan menjadi kurang relevan serta dapat menjadi
permasalahan atas seluruh konsepsi mengenai zona maritim dalam hukum positif
yang berlaku. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh
mana perubahan kenaikan permukaan air laut dapat mempengaruhi garis zona

batas maritim antarnegara.

Kata Kunci: Delimitasi Batas Maritim, Kenaikan Permukaan Air Laut,
UNCLOS 1982, Batas Maritim Antarnegara.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang

Negara merupakan salah satu subjek utama dalam hukum internasional.
Namun, sebagaimana diketahui bahwa keutamaan tersebut tidaklah
menjadikan negara sebagai satu-satunya subjek dalam hukum internasional.
Anggapan bahwa negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional
adalah anggapan yang wajar, mengingat konteks hubungan antarnegara identik
dengan hubungan internasional.! Adapun yang dimaksud subjek hukum
internasional ialah setiap pemegang atau pendukung hak dan kewajiban
menurut hukum internasional .2

Negara sebagai suatu entitas dalam hukum internasional memiliki beberapa
kualifikasi sebagaimana diatur oleh Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Pasal
tersebut berbunyi sebagai berikut :

“The State as person of international law should posses the following

qualification:

a. A permanent population;

b. A defined territory;

c. A government; and

d. A4 capacity to enter into relations with other States.”

Kriteria tersebut telah disetujui secara umum sebagai hukum kebiasaan

internasional.®> Maka dari itu, suatu entitas dapat diterima sebagai negara ketika

! Mochtar Kusumaatmadija dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional
(Bandung: P.T. ALUMNI, 2015), him. 95.

2| Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Bandar Maju, 1990), him. 58.

3 Crawford, J. (2006). The Creation of States in International Law. New York: Oxford University
Press. him. 437. [Crawford, The Creation of States]; Badinter commission, Opinion 1 of the



seluruh kriteria dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 telah terpenuhi.
Salah satu kriteria yang tercantum ialah a defined territory, yakni Kriteria
wilayah. Pada dasarnya, suatu negara tentu tidak akan lepas dengan kriteria
tersebut, dikarenakan suatu masyarakat hanya bisa hidup secara permanen pada
suatu wilayah.

Wilayah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh suatu
negara. Adapun wilayah negara sebagai suatu ruang, tidak saja terdiri atas
daratan, tetapi juga termasuk perairan dan ruang udara, tegasnya bagian
wilayah negara tersebut meliputi antara lain:*

a) Wilayah daratan termasuk tanah di bawahnya;

b) Wilayah perairan;

c) Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah
wilayah perairan;

d) Wilayah ruang udara.

Salah satu wilayah tersebut adalah wilayah perairan yang menutupi lebih
dari sebagian wilayah permukaan bumi, yakni sebanyak 71%.° Selain itu,
wilayah perairan memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi kehidupan
manusia karena merupakan sistem alam global yang terintegrasi dan saling
terkoneksi serta memiliki dampak pada perkembangan ekonomi, keamanan

hingga kehidupan sosial dalam skala global.®

Arbitration Commission of the Peace Conference on Yugoslavia (29 November 1992) 92 ILR
165002E

4| Wayan Parthiana, Op.Cit, him. 103.

5 Peter Neill, Ocean Literacy : Educating & Engaging The Next Generation of Ocean Stewards,
World Ocean Journal (Vol.5, 2019), him. 11.

® Ibid.



Untuk itu, wilayah perairan/zona maritim dalam sejarahnya diatur melalui
instrumen hukum internasional tentang hukum laut yaitu United Nations
Convention on the Law of the Sea 1958 (UNCLOS 1958), yang sekarang sudah
tidak berlaku lagi. Konvensi yang terbaru dan berlaku hingga saat ini yakni
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982).
Dalam UNCLOS 1982, perairan dibagi menjadi berbagai zona maritime, yaitu
perairan pedalaman (internal waters), laut teritorial (territorial sea), zona
tambahan (contiguous zone), zona ekonomi eksklusif / ZEE (exclusive
economic zone), landas kontinen (continental shelf), dll.

Dengan adanya pembagian zona tersebut, muncul konsekuensi hukum
berupa timbulnya hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang berdasarkan
kedaulatan negara pada satu pihak dan hak-hak serta kewajiban dari entitas
masyarakat internasional. Hal tersebut disebabkan karena hubungan antara
wilayah negara, dalam hal ini wilayah perairan suatu negara memang tidak
terlepas kaitannya dengan hukum internasional. Memang apabila dilihat secara
fungsional, batas antara negara akan membagi kawasan yang bersambungan,
berdampingan atau berhadapan dengan kedaulatan, hukum, atau yurisdiksi
yang berbeda. Oleh karena itu setiap negara tentunya memiliki kepentingannya
masing-masing mengenai batas wilayah tersebut.

Maka, agar tidak terjadi klaim yang tumpah tindih (overlapping claim)
terhadap zona maritim suatu negara, diperlukan suatu delimitasi batas maritim
yang tentunya sangat penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian

yuridiksi (jurisdictional clarity and certainty).” Delimitasi batas maritim

7| Made Andi Arsana, Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), him. 2.



merupakan penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan
negara lain di laut. Delimitasi batas maritim sangatlah diperlukan dalam rangka
pengawasan, pengelolaan, serta pemanfaatan wilayah laut secara maksimal
dalam pranata Hukum Internasional.

Apabila suatu negara tidak dapat mempertahankan kedaulatan teritorinya,
negara tersebut berpotensi untuk lenyap dan kehilangan wilayahnya. Hal
tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor antara lain faktor sosial serta faktor
alam.® Faktor sosial yang dimaksud ialah lenyapnya negara yang sudah berdiri
dan diakui oleh negara-negara lain, tetapi dikarenakan faktor-faktor sosial
seperti adanya penaklukan, suatu kudeta, perjanjian hingga penggabungan
menyebabkan negara tersebut lenyap atau runtuh. Sementara itu, lenyapnya
suatu negara disebabkan oleh faktor alam terjadi karena pada awalnya suatu
negara yang sudah ada namun dikarenakan faktor alam seperti bencana alam,
gunung meletus, serta wilayah yang ditelan (menjadi) air laut menyebabkan
wilayahnya hilang.®

Hilangnya wilayah suatu negara tentunya akan sangat merugikan bagi
negara yang bersangkutan, mengingat wilayah merupakan unsur yang penting
bagi pembentukan suatu negara. Tanpa adanya wilayah negara dengan batas-
batas tertentu suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum
internasional.® Dewasa ini, ancaman tersebut semakin nyata adanya seiring
dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi maupun industri

membawa dinamika baru pula pada kehidupan manusia. Dampak yang

8 Soehino, llmu Negara (Yogyakarta: Liberty, Cet.Ill, 2000), him. 89.
® Ibid.
10 Mochtar Kusumaatmadija dan Etty R. Agoes, Op. Cit, him. 161.



ditimbulkan pun bermacam-macam, ada yang bersifat positif maupun bersifat
negatif.

Namun, kenyataannya dampak yang lebih disorot adalah dampak bersifat
negatif yang dirasakan bukan hanya oleh manusia sebagai individu namun juga
memberikan pengaruh pada lingkungan. Dampak negatif tersebut adalah
fenomena Climate Change atau perubahan iklim, yang termasuk ke dalam
salah satu faktor alam yang menyebabkan hilangnya wilayah negara.

Salah satu permasalahan nyata yang muncul akibat dari perubahan iklim
ialah naiknya permukaan air laut!!. Pada dasarnya, masalah pokok yang timbul
sebagai akibat dari kenaikan permukaan air laut ialah yang berhubungan
dengan laut itu sendiri, seperti pengaturan mengenai hak-hak pada zona
maritim suatu negara serta delimitasi batas maritim negara yang bersangkutan.
Kenaikan permukaan air laut ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor,
seperti perubahan arus laut, kepadatan laut serta tingkat permukaan air laut
yang seluruhnya memiliki keterkaitan yang erat dalam perubahan permukaan
laut dalam skala regional. Perubahan suhu dan salinitas juga dapat
mempengaruhi perubahan permukaan laut dalam skala regional, namun
perubahan suhu lah yang memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam
perubahan rata-rata volume laut dalam skala global.?

Dengan naiknya permukaan air laut, beberapa dampak yang ditimbulkan
antara lain ialah bergeraknya garis pangkal (baseline) ke arah darat yang

menyebabkan suatu wilayah perairan dari suatu negara dapat berkurang, dan

1 Vidas, D, Sea Level Rise and International Law: At the Convergence of Two Epochs, Climate
LAW (Vol.4, 2014), him. 71.

12 Intergovernmental Panel on Climate Change, CLIMATE CHANGE : The IPCC Scientific
Assessment, him. 263.



akan mempengaruhi regulasi yang ada mengenai delimitasi batas maritim
menjadi kurang relevan serta dapat menjadi permasalahan atas seluruh
konsepsi mengenai zona maritim dalam hukum positif yang berlaku.!® Selain
itu dampak terburuknya ialah dapat menenenggelamkan sebagian maupun
seluruh wilayah negara kepulauan (coastal states) yang memiliki karakteristik
ketinggian daratan yang rendah, yang kemudian akan memunculkan masalah
seperti status kenegaraan nya hingga nasib dari masyarakat yang tinggal di
wilayah bersangkutan.

Maka dari itu karena adanya permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan
penelitian atau pengkajian secara mendalam yang hasilnya diformulasikan
dalam suatu skripsi berjudul “DAMPAK PERUBAHAN KENAIKAN
PERMUKAAN AIR LAUT TERHADAP GARIS BATAS ZONA

MARITIM ANTARNEGARA”.

1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapatlah dirumuskan
masalah yang berkaitan dengan subjek penelitian sebagai berikut :
1. Apakah dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan air laut
terhadap status hukum dari zona maritim negara-negara pantai?
2. Bagaimana pengaruh kenaikan permukaan air laut terhadap proses
delimitasi batas zona maritim antara dua atau lebih negara pantai?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

13 Vidas, D. Op.Cit, him. 73.



Penulisan hukum ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum
sebagaimana yang telah diurakan dalam bagian identifikasi masalah dan
mengembangkan ilmu hukum khususnya Hukum Internasional dan Hukum
Laut perihal delimitasi batas zona maritim suatu negara akibat dari adanya
perubahan iklim (climate change). Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari
penelitian ini antara lain :

e Manfaat teoritis, yakni memberikan manfaat terhadap perkembangan
ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional serta Hukum Laut perihal
dampak perubahan delimitasi batas maritim suatu negara yang
diakibatkan oleh kenaikan permukaan air laut.

e Manfaat praktis, yakni diharapkan akan berguna di kalangan
akademisi, praktisi serta para peneliti dalam menyelesaikan

permasalahan yang berkaitan dengan delimitasi batas maritim.

1.4. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode
yuridis normatif. Metode tersebut merupakan penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka dan mengadakan penelusuran
terhadap berbagai peraturan dan literatur yang berhubungan dengan
permasalahan yang diteliti.!* Maka dari itu, akan dilakukan pendekatan

dengan penelitian kepustakaan seperti pengkajian atas peraturan perundang-

14 Soerjono Soekanto & Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), him. 13-14.



undangan, asas-asas hukum serta ketentuan lain dan teori-teori yang

berhubungan dengan objek penelitian.

Ada tiga jenis baan hukum yang relevan dalam rangka menunjang

penelitian ini, antara lain :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas

konvensi internasional, perjanjian internasional, kebiasaan
internasional, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki
relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti
bahan pustaka yang ditulis para ahli, jurnal-jurnal hukum, hingga
prinsip-prinsip maupun asas-asas hukum internasional yang
berkaitan dengan topik penelitian.

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk ataupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, tesaurus, hingga

artikel-artikel yang relevan dengan penelitian.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan terbagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB |

PENDAHULUAN
Bab ini berisi pendahuluan, dibahas latar belakang

permasalahan mengenai perubahan iklim dan dampaknya



BAB |1

BAB |11

BAB IV

secara umum yang kemudian akan diikuti oleh identifikasi
masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, metode dan
teknik penelitian yang digunakan, serta membahas
sistematika penulisan.

TINJAUAN UMUM TENTANG DELIMITASI BATAS-
BATAS ZONA MARITIM MENURUT HUKUM LAUT
INTERNASIONAL

Pada bab ini akan dibahas konsep hukum laut dalam hukum
internasional serta pembahasan teori-teori yang berkaitan
dengan delimitasi batas maritim sebagaimana yang berlaku
dalam hukum internasional.

PERUBAHAN IKLIM DALAM PERSPEKTIF
GLOBAL DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM
INTERNASIONAL

Dalam bab ini, akan dititikberatkan pembahasan mengenai
kenaikan permukaan air laut dan dampak-dampaknya secara
global serta sudut pandang hukum internasional terhadap
fenomena tersebut.

DAMPAK KENAIKAN PERMUKAAN AIR LAUT
TERHADAP PERUBAHAN STATUS HUKUM DARI
ZONA MARITIM ANTARNEGARA

Bab ini adalah penjelasan keterkaitan dampak dari adanya

perubahan iklim khususnya kenaikan permukaan air laut



BAB V

10

dengan perubahan status hukum dari zona maritim negara-
negara.

PENUTUP

Bab ini akan berisi merupakan bagian terakhir dari penulisan
hukum. Dalam bagian ini akan dituangkan suatu kesimpulan
beserta solusi terhadap permasalahan yang dibahas dalam

penulisan hukum ini.
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